
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2O2O

TENTANG

RENCANA KER^'A PEMERIIVTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2O2I

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RA{IAS,

Menimbang : a. bahwa dalam raneka pelaksansan pcmbangunan di
Kabupaten Musi Rawas secara efektif, elisien dan tepat
sasaran, perlu disusun Rencana Kerja pemerintah

Daerah (RKPD) sebagai dasar pen!rusunan Rancangan

Pendapatan dan Bel,anja Daereh (RApBD)

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal lO4 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri NoDor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian

dan Eva.luasi kmbangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Feraturan Daerah tentaBg

Rencana Pembanguran Janqka panjang Daerah dan
Rencafla Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Pembahan Rencana pembangunart

Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jaltgka
Menengah Daeratt dan Rencsna Kerja kmerintah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKpD)

ditctapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD

Provinsi diterrpkan;
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bahwa berdasarkan pertimbangafl sebaAaiEana
dimaksud dFlnrn hutut a, dan hu11f b perlu
menetapkan Feraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Ka.bupatcn Musi Rawas
Tahun 2O2l -

: l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun l9S9 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Srmatera Selatan (Ijmbaran Negara Repubuk
Indoneaia Tahun 1959 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Xeuartgan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahrm 2OO3 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286h

Undang-Uudang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Ferbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Ncgara Rcpublit Iodonesia Nomor 4g5S);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistcm Fercncanaan Peubangwurl Nasioual
(kmbaran NeSara Republik ludonesia Tahun 2OO4

Nomor 1O4, Tambahan lembsran Negara Republik
Indonesia Nomor,142 l);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Femerintah pusat

dan Femerintaha[ Daerah (L€mbaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2O4 Nomor 126,

Tambqha'r Lembaran Negara Repubfik Indonesia.

Nomor 4438);

3.

4.

5.
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomo. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerair (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Perahnan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua

Atas Peratumn Menteri Dalam NegeriNomor 13

Tahun 2OO6 tentang Pengelolaan Keuangal
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daeral tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjarg, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Reocana Kerja Pemerintah
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor i312);
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10.

11.
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13.

Feraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahwr
2O2O tentang Pedomal penj.usunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2O2l;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OlO t€ntang
Rencana Pembangunan Jangka panjang

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OOS-2O25,

(Iembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2O1O Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
(Lembamx Daerah Kabupaten Musi Rawae Tahun
2016 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembq4.gunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2O16-2O21 (Lembaran Daerah Kabupatcn
Musi Rawaa Tahun 2016 Nomor 6), sebs.gaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2ola tentang Perubahan Atas Feraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jaagka Menengah Daerah Tahun
2OL6-2O21 (t embaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMI.IIUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPA,II TENTANG RENCANA KER.,A

PEMERINTAH DAERAH KABt'PATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas-

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
MuEi Rawas.

3. Bupati adalah Bupa.ti Musi Rawas-
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5.

Perangkat Daerah yang sel,anjuhya disingkat pD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah Selaku
Pengguna Anggaran/Fengguna Barang,
Rencana Kerja Fembangunan tahrman daerah,
selanjutnya discbut Rencana Kerja pembangunan Daerah
(RKPD| aaeteh dokuoen lrcrencanaan daerah untuk
periode 1 (Satu) tahun.

BAB tr
MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 2

(l) Menetapkan RKPD KabupaGn Musi Rawas Tahun 2021

5rang merupakan dokumen pelencanaan pembangunan

Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.
(2) RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) disu$un dengan tujuan untu& menjadi
acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang
dilakssnalGn di kabupaten sekaligus menjadi tol,ak uku.
tcrhadap kinerja pemerintah lGbupaten.

BAB III
SISTEMATIXA NASKAH RKPD

Pagal 3

Naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORTTAS PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHI',N

2o21

RENCANA KER"'A DAN PENDANAAN DAERAH

KINER,JA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

PENUTUP

BAB II
BAB trI

BAB IV

BAB V

BAB VI

BABVII
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Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebaaaiEana di'rleLirud dala'rl pasal

3 Peraturan Bupati ini tercantrrm dalrrrl
Irmpiran Fcraturan Bupati ini.

ksds
RKPD disusun guna menjnrrrin keterkaitan d'n konsis6nsi
antara Fercncanaan, Pengangaran, Felaksanaan den
Pengarasan.

pasal 6

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada t8ngal

AgEr setiap orang mengetahufutl a, memerintahkan
pengundangan Feraturan Bupti ini dengan pencmpatarurya

dalam Berita Daerah Kabupeten Musi Rawa8.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tangal 2t Jrur; 2O2o

RACIAS,

GUNAWAN

Diundangkar di Muara Bcliti
pada tangal ,, Jt$l

SEXRETARIS DAERAH

I(ABUPATEI{ MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABI,'PAIEN MUSI RAlIIAS TAHUN 2O2O NOMOR .16
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